
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan 

1. Pengertian Pembunuhan 

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan 

pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan 

(mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa,9 “membunuh 

artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan 

berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa 

pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja 

mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan 

orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai 

pihak terbunuh (korban).  

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. 

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk 

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu 

atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain 

dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 

meninggalnya orang lain tersebut.10.  

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil 

atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai 

9 Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2009. 
hal.194 

10 P.A.F Lamintang.  Hukum Penintesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hal.1 
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telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang 

atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.  

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu 

tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri 

belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa 

orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat 

meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan 

nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. 

2. Unsur-Unsur Pembunuhan 

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai 

berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. 

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan 

yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:  

1) Unsur subyektif dengan sengaja  

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 

kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang 

dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk 

tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam 

Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan 

nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. 

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum 

telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:11 

11 Zaina Abidin, Farid ,H.A. l, Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika,  2008. hal.262 
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a) sengaja sebagai niat,  

b) sengaja insaf akan kepastian, dan  

c) sengaja insaf akan kemungkinan  

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, 

sebagai berikut:12 “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan 

itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah 

menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-

undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada 

akibat yang memang ia kehendaki”. 

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa 

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh 

kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya 

tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa 

tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.  

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu: 

(1) Adanya wujud perbuatan,  

(2) Adanya suatu kematian orang lain,  

(3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat 

kematian orang lain 13 

 

 

 

12 Op.Cit. Lamintang. hal. 18 
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada: 

2010. hal.57 
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3) Jenis-jenis Pembunuhan 

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, 

bahwa:14 Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu: 

1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun”.  

2) Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP); 

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan 

pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 

maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 

untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun”.  

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama duapuluh tahun”.  

4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan 

ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama 

kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena 

membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 

14 Bassar, M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya. 2009. hal.19 
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5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa 

merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas 

dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara 

paling lama duabelas tahun”. 

6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong 

orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau 

memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. 

7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang 

sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh 

orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”. 

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan 

yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga 

dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat 

pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang 

dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan 

terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:15 

1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam 

pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk 

undangundang selanjutnyajuga masih membuat perbedaan kesengajaan 

menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang 

telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang 

15 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2010. hal.11 
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lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag 

diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP. 

2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru 

dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk 

undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 

menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang 

dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama 

kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak 

yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu 

disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh 

pembentuk undang-undang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP 

dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindermoorddiatur 

dalam Pasal 342 KUHP. 

3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang 

bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni 

sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. 

4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri 

atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 345 KUHP. 

5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau 

menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. 

Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut 

dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-
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undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang di 

pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu: 

(a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan 

wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 

KUHP. 

(b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin 

dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam 

Pasal 347 KUHP. 

(c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan 

mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur 

dalam Pasal 348 KUHP. 

(d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang 

pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau 

seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 

KUHP. 

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis 

pembunuhan sebagai berikut: 16 

1)  Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok  

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk 

undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu diatur dalam Pasal 338 

KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 

lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana 

penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.  

16 Ibid. hal.28 
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Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan 

yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak 

pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan 

kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut;  

a. Unsur subyektif : dengan sengaja.  

b. Unsur obyektif : (1) menghilangkan ; (2) nyawa ; dan (3) orang lain.  

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 

338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata opzettelijk atau dengan sengaja itu 

terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini 

berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata opzettelijk itu juga 

diliputi oleh opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus 

didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang 

pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur 

tersebut.  

Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa 

terdakwa:  

a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah 

mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa 

orang lain. 

b. Telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan  

c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang 

lain.  

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut 

Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki 
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dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui 

bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus 

didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan 

yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan 

nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan 

kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 

KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan 

orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana  

perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu 

dapat dilakukan anak dalam kandungan itu dengan seizin wanita yang 

mengandung. 

2)  Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan  

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-

keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut 

gequalificeerde doodslag itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam 

pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa 

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau 

didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau memperrmudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri 

sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 

untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum 

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun”.  
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Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan 

keadaan-keadaan yang memperberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu 

adalah sebagai berikut:  

a.  Unsur subyektif :  

(1) dengan sengaja atau  

(2) dengan maksud  

b.  Unsur obyetif :  

(1) menghilangkan;  

(2)  nyawa; 

(3) orang lain;  

(4) diikuti;  

(5) disertai;  

(6) didahului;  

(7) tindak pidana; 

(8) mempersiapkan; 

(9) mempermudah; 

(10) pelaksanaan;  

(11) melepaskan;  

(12) diri sendiri; 

(13) peserta lain; 

(14) pidana 

(15) hal tertangkap tangan; 

(16) penguasaan; 

(17) benda yang diperoleh; 
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(18) melawan hukum.  

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-

keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana 

pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. 

Kata maksud (oogmerk) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 

KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud 

pribadi dari pelaku.  

Sesuai dengan ketentuan mengenai opzet, maka dalam rumusan 

ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di 

belakang kata oogmerk itu juga diliputi oleh oogmerk. Unsur-unsur tersebut ialah:  

a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana 

yang akan, sedang atau telah dilakukan;  

b. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal 

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang 

diperoleh secara melawan hukum.  

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di 

belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut 

harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, 

adapun unsur oogmerk atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata 

pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus 

didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-

unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan 

(karena ia diliputi oleh unsur opzet).  
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3)  Tindak pidana pembunuhan anak  

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undang-undang 

telah disebut sebagai kinderdoodslag itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang 

rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan 

ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, 

dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak 

sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.  

Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat 

diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur 

dalam Pasal 341 KUHP itu sebagai berikut:  

a. Unsur subyektif : 

(1) takut diketahui telah melahirkan anak; 

(2) dengan sengaja.  

b. Unsur obyektif : 

(1) seorang ibu;  

(2) menghilangkan;  

(3) nyawa; 

(4) anaknya; 

(5) pada saat; 

(6) segera setelah;  

(7) kelahirannya.  

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau 

kinderdoodslag di atas itu dapat diketahui bahwa beberapa unsur telah dibicarakan 

pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, 
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sehingga tidak perlu dibicarakan kembali. Dengan demikian, maka yang masih 

perlu dibicarakan adalah unsur-unsur:  

a. takut diketahui telah melahirkan anak,  

b. seorang ibu,  

c. pada waktu dilahirkan, dan  

d. segera setelah dilahirkan.  

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut 

diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan 

mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan. 

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak 

atau kinderdoodslag seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-

undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan seorang ibu 

terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera setelah anaknya 

itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang 

dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau 

suatu afdrijving melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau suatu 

kinderdoodslag.  

4)  Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban  

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah 

diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: 

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan 

sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

dua belas tahun”.  
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Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang 

diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif 

melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:  

a. menghilangkan,  

b. nyawa,  

c. orang lain,  

d. atas permintaan, dan  

e. secara tegas dan sungguh-sungguh.  

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur 

opzet, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas 

permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus 

dilakukan dengan sengaja? Walaupun unsur opzet itu telah tidak disyaratkan 

secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap 

sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya. 

Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari 

korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana 

pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP. 

 
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Bayaran 

Pembunuhan bayaran adalah pembunuh yang melakukan kegiatannya 

karena mendapat bayaran atau upah dari apa yang ia kerjakan.17 Pembunuh 

bayaran berasasl dari kata dasar pembunuh maka terlebih dahulu di rencanakan 

atau disingkat dengan pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang 

paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa 

17 https://lektur.id/arti-pembunuh-bayaran/Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring 
edisi III, diakses, 25 Desember 2019, pukul: 21;00 WIB 
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manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa 

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, 

dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 

Rumusan tersebut terdapat dari unsur-unsur:18  

1) Unsur Subyektif:  

a) Dengan sengaja;  

b) dan direncanakan terlebih dahulu.  

2) Unsur Obyektif:  

a) menghilangkan 

b) nyawa orang lain.  

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh 

unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni 

“dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP 

mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan bayaran dapat 

dianggap sebagai pembunuhan yang direncanakan atau disebut berencana dan lain 

dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.  

Tentang apa yang dimaksud dengan kata direncanakan terlebih dahulu 

undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar 

apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang 

sebenarnya dari direncanakan terlebih dahulu. Orang hanya dapat berbicara 

tentang adanya perencanaan terlebih dulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu 

pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara 

18 Op.cit : Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia ,hal: 52) 
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tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-

kemungkinan dan tenang akibat-akibat dari tindakannya. 

Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu 

pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu 

tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia 

maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu 

perencanaan lebih dulu.  

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara 

waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari 

rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu 

perencanaan terlebih dahulu? Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan 

bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu 

terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu 

selalu terdapat suatu perencanaan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu 

tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk 

mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan. Oleh 

karena itu untuk mengambil jalan pintas pelaku akhirnya menyewa pembunuh 

bayaran untuk melampiaskan keinginannya tanpa harus mengeuarkan ide dan 

tenaga dalam melakukan keinginannya. 

Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang 

sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak 

dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup 

disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 

338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan 
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rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana...” dan 

seterusnya.19   

 
C. Pertanggungjawaban Pidana 

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep 

tanggung jawab hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan 

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat 

dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya 

dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri membuat orang 

tersebut harus bertanggungjawab.  

Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban 

hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (based of faulth) dan pertanggungjawaban 

mutlak (absolut responsibility).20 Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara 

perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan 

individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak 

relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang 

dinyatakan harmful yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara 

perbuatan dan akibatnya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan 

akibat dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut 

pertanggungjawaban mutlak. 

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika 

individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis 

mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan 

19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2011.hal.81 

20 Hans Kelsen, Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara. Bandung : Nusamedia Nuans. 
2009. hal.65 
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seorang individu membawa akibat harmful effect tapi tanpa direncanakan. Prinsip 

pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut 

direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak 

direncanakan. Inilah yang disebut pertanggungjawaban karena kesalahan 

(culpability/responsibility based on faulth). 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan 

teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang menjurus kepada pemidanaan 

pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka 

dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.21  

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan 

secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak 

pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih 

dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Konsep responbility atau 

“pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang 

dikenal dengan ajaran kesalahan. 

Syaratkan bahwa tindak pidana yang melakukannya itu memenuhi unsur-

unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya 

tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-

tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan 

pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan 

21 Amir Ilyas,  Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta 
dan Pukap Indonesia, 2012. hal.73) 
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hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang 

menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.  

Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur 

kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:22 

1) Melakukan perbuatan pidana  

2) Mampu bertanggungjawab  

3) Dengan sengaja atau alpa  

4) Tidak ada alasan pemaaf  

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama 

faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan 

perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai 

dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkan.  

Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 syarat, 

yaitu : 23 

1) Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan 

2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut 

dalam pergaulan masyarakat 

3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan  

 

 

 

 

22 Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian 
Dasar dalam Hukum Pidana”, Centra, Jakarta. 2008. hal.11 

23 Ibid. hal.75 
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Pasal 44 KUHP menetukan:  

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 

tidak dipidana.  

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, 

maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kerumah sakit 

jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi, dan Pengadilan Negeri.  

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan 

sebagai berikut:  

1) Mampu bertanggung jawab  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada 

umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, seperti isi 

Pasal 44 ayat (1) KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa 

melakukaan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya 

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 

tidak dipidana”. 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur 

mampu bertanggungjawab mencakup:24  

a) Keadaan jiwanya:  

24 E.Y.Kanter & S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Jakarta: Storia Grafika, 2008. hal.29 

 
 

                                                           

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



34 
 

(1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 

(temporai);  

(2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau, idiot, imbecile dan 

sebagainya); dan 

(3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), 

mengigau karena demam (koorts), nyidam dan lain sebagainya, 

dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar. 

b) Kemampuan jiwanya:  

(1)  Dapat menginsyafi hakekat tindakannya 

(2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 

akan dilaksanakan atau tidak; dan  

(3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 

2) Kesalahan  

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum 

positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, artinya untuk 

dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri 

seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya. 25 

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan 

atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:  

a) Kesengajaan (Opzet)  

 

25 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010. hal.226-
227 
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Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja 

(opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu 

yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.  

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri 

atas 3 (tiga) bentuk, yakni:26  

(1)  Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)  

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan 

pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau 

membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang 

dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.  

(2)  Kesengajaan dengan insaf pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)  

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa 

akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.  

(3)  Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis)  

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan 

kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk 

menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa 

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-

undang.  

 

 

 

26 Leden Marpaung,  Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. 
hal.9 
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b) Kealapaan (culpa)  

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap 

hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih 

ringan daripada kesengajaan.  

Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni:27 

(1)  Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata)  

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 

timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, 

nyatanya timbul juga akibat tersebut.  

(2)  Kealpaan tanpa kesadaran (onbwuste schuld/culpa levis)  

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 

timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh 

undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan 

timbulnya suatu akibat 

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf  

Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini menyangkut pribadi si 

pembuat, dalam arti orang ini tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas 

perbuatannya. Meskipun perbuatannya melanggar hukum, karena alasan 

pengahapusan kesalahan tersebut si pembuat kesalahan bebas dari pemidanaan. 

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan 

dalam keadaan :  

 

 

27 Ibid. hal.18 
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a) Daya paksa relatif  

Dalam M.v.T. daya Paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa 

seseorang berada dalam posisi terjepit (dwangpositie). Daya paksa ini merupakan 

daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut 

lebih kuat dari padanya .  

b) Pembelaan terpaksa melampaui batas  

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa noodwer dengan pembelaan 

terpaksa yang melampaui batas noodwer exces, yaitu keduanya mensyaratkan 

adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, 

kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. 

Perbedaannya ialah :  

(1) Pada noodwer, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul 

lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan 

noodwerexces pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat 

oleh keguncangan jiwa yang hebat. 

(2) Pada noodwer, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan 

pada noodwerexces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi 

pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang 

hebat.  

(3) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas 

noodwerexces menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan 

terpaksa (noodwer) merupakan dasar pembenar, karena melawan 

hukumnya tidak ada. 
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c) Perintah jabatan tidak sah  

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku 

menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, 

pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan 

itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada 

lingkungan pekerjaannya. 
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